LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
NOMOR : 7 TAHUN 1959 SERI:B NOMOR: 6

§  PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT

II NIAS
NOMOR 15 TAHUN 1998

TENTANG
RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS

Menimbang :a. bahwa dengan ditetapkannya  Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retnbusi Daerah sebagai pelaksana Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah yang terkait atas Pemakaian Kekayaan
Daerah perlu disesuaikan.

b. bahwa penetapan tarif Retnbusi dalam
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 tentang
Retribusi  Pemakaian  Peralatan  Milik
Pemerintah Daerah atau dibawah Penguasaan
Pemenntah Daerah dipandang sudah tidak
sesuai lagi dengan keadaan saat ini;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas perlu
ditetapkan kembal dalam suvatu Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Nias.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt ‘Tahun 1936
tentang Pembentukan  Daerah  Otonom
Kabupaten-Kabupaten  dalam  Lingkungan



10.

Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1092);

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3037);

Undang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidapa (Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retnibusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor
3685);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993

tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997

tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Retribust Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahu. 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemunggutan Reuibusi
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retnbusi
Daerah:
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Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Nias Nomor 8 Tahun
1993 tentang Penumjukkan Peayidk Pegawai Negeri Sipil yang
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang
memuat ketentuan Pidana.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat I Nias,

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

* YERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT T NIAS

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN FEKAYAAN DAFRAH.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peranmran Dasrah isi yang dimaksud dengen :

a. Daerah adalah Kabupaten Dasrah Tinzkat TI Nias.

. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Ksbupaten Daerah Tingkat I

Nias.
. Kepala Dacrah adalah Bupati Kepala Dasrah Tingkat T Nias.
d Dinas Pendapatan Daerah adzlah Dinas Pendaparan Daerah
Kabupaten Daerah tingkat 1T Nias;
Kas Daerah adalzh Kas Dasrah Kabupaten Dasrah Tinghut I Nias,
Bendaharawan =Chusuy Penerim2 umtuk selanjuinya disingkai BKP
adalah Bendaharawan Fhusw: fenerima pada Kantor Dinas
Pendapatan Dasrah Tingkat I Niag;

[2]

re o

-g Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa isaha dan pelayanan

yang menyetabakan barane, fasilitss/pernanfantan urpum serta dapat
dinikinati oleh orang pribadi/badan bulum;

b Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemeriotzh Daerah
dengan mengamut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh seldor swasta;

-l Kekayazn Daerah adslsh Kekayasn vang dimiliki olsh Pemerictzh

Kabupaten Daerah Tingkat I Nias seperti : Tznah, Bangrnan, G dung
Kendaraan /Alat-alat berat Milik Dasczh

j- Tanah adalah tanah yang dikuasai olch P2merintah Dacrzh Kabupaten
Daerah Tingket Il Nias ; i

k. Gedung adalsh Keseltruhan bangusan termasuk halaman dan segala
perlengkapan vaeg disediakan didalammya yang dikuasai Pemeriamh
Daeran ;

1. Alat Berat adalah seperti : mesin gilas, buldozer dan lain-lain yaeg
dikuasai oleh Pemerintah Dasran:

oL Retribusi Pemakajan Kekayam Deerah adalah punguram dzeran
scbagni pembayeran =as jasa‘pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan atay dibsrikan Pemerintzh Dacrah untuk kepentingan
orang privadibadan kem:

o Rumah Dinas adalzn Rumah Dicas yang dimiliki cleh Pemerintad
Daeran ;

0. Swat Ketetapan Retribusi Dasrah yaox selanjumya disingkat SKRD
adalan Surat Keputsan yang mepeembsn besornya jumiah Retribusi
yang tennzng ;
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KEODNTUAT 2201°T0aE
Pasal 7
(1 SEuan orang’ ‘Tibaiiftedan hulam yang nemakai keimyaan

mililk Penda merzerolsh izim daxi Jepala Jzerzh

(2) Uniuk s sin iimzizid ayed (1) Ratus zengzju-
kan ne-...u:.cmn “-—-d-a. Zepela Szerzh.
(3) Tata cazz saTie syzrei-eyaret permohonan ditetapkzn -
olek Tezala Dee"a.h.
3423 T
.x_-__.-..... e TR

2521 8
(2) Besamya Retribusi d.lmakswd ayat (1) Pasal i dxtetapkan masing-
masing Kekayaan Dasrah sebagai beriknt :

A. Pemakaian Tanah *

1. Untuk pemasangan papan rekiame atan panggmg rekiame,

sebesar Rp. 1.000,- (secibu rupiah) setiap mﬂ.a.;.'psraegx.
;}

. Untuk pemmmgan kam reklame atan spanduk , sebesar Rp.
2.000 (dua ribu nup .ah) setiap tuian permeter persezi: minimm
mitulc jankz wosiw satu bulan

. Untk p-nd‘r.an warung, depot dan bauznnan tidak permanen
lainnya, dilokasi yang telab ditentukan olek P-men..mh
Daerah sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupizh) /tin. /n .

4. tl‘uc ke,:—,"_:..a_"_ purnnjukan/lapangen Sarouke R 50/

/tari

B. Pemakaian Gudung.

Besamya  pudzwran  regibusi  ditetapkan memurut  jenis,
lama/waktu pemakaian 1 {sam) hari adalah sebagai berikar :

< Siang hari  : Pukwl 08.00 Wib s/d 18.00 Wib atau,

@ Malam kari : Pukul 18.00 Wib s/d 24.00 Wib.

~

(93]

1. Pemakaian dulz,e:

Tarif Retribusi Pemakaian Geding Aula, untuk 1 (sat) hari

ditetapkan sebagai beriku: :
a. Untuk Badan Pemerintah / ABRI :
< Pemakaian siang hari.........coceveeennnee. Rp. 100.000.- .
' 9 Pemzkaian malam hari ... Rp. 150.000,-
b. Untuk perorengan, kelommpok / organisast dan badan
swasta Jaionya :
< Peraakaian S120g BAM ....c.veveemeemeeneneas Rp. 150.000.-
@ Pemakaian malam hari ... oo Rp. 200.000,-

Tarif retribusi pemakaian gecung serba gma, umtuk 1 (sam)

hari, ditetapkan sebagai berilast :

a. Untuk baden pemeriatah / ARRI :
< Petnakaian siaag hani e Rp. 125.000,-
¥ Peqsakoion maiam Bar ... e R0, 175.000.-

b. Uotak perorangan. keicrapok / organigasi dan badan
SWas iy
2 Pzmakaian siang hart ...

Rp. 175.000,-
Rp. 250.000.-




2. Pemakaian Xura { Meja

2 Tarif rembust peraakatan kursi i -7 untuk 1(sam) hari /

buah udalali ssdagai berikut :
> Untk pemakaian siang hari...............
2" Untuk pemakaian mafam hari
b. Tarif rerribest pemakaian kursi tammy/sice untuk 1 (satn)
hari/buuh adaizh sebagai beriknt :
@ Untuk pemakaian siang hari ......—..... Rp. 7%0,-
2 Untuk pemalaian malam hari .............. Rp. 1.000,-
¢. Tarif cetribwi pemakaian meja unmk 1 (sat) bar /buzh
adalzh sebagai berikat :
& Untuk pecsakaian stang bari ......-....... Q p.  750,-
@ Untuk pesakaian malam hari .......... Rp. 1.000,-

d. Tant Retribesi pamakaisn meja setengah Biro ymtuk 1
{sam) hari / beah ditetapkan adalah sebagai berjlqy -
2~ Untuk pemakatan siang 2art ............... Rp. 1.000,-
=~ Unnyk pemakaran malam hart

3. Pemakaian Sound Systnr

Tarif ratrivusi pemakaian sound system beriknt 2 (dua) bush
corong dan lang Serta periengkapan pengeras suara
(amplifiec), unoxk 1 {satu) heri didalam ruangan atau difuar
ruangan lezpm shagal berilat :

o Uniuk pemsiian didalam ruangzn ..........Rp. 60.000,-
= Unbik pemaknian dilvar ruangan .. ... Rp. 100.000,-
4, é.lai~3iat Berat,
nocer 4 Jonig Feralatan & Kapasitas ‘s Betribusi/hari
H i1, 4 Buldozsx : 100 - 150 & B /00,000y~
5 : 151 - 200 2 tH 750.000,-
2. & Motor Grader s 100 - 160 = 1 2 500.000,-
£ 101- 150 = T 12 600,500,
3. : Loader e Wmsel : 1-1.0% i Z 400,000,-
1-1.50 13 450,000,-
1.5 3 550,000,-
5 4. 4 Hesiz Pecacan Zatu 10 TF 3 Zne 200,000
2 : 10~ 30 ;% 400,000, -
L 3 lesin Zilasg T -1 T I 100.20Cy ~
2,5 -4 2= 13 200,30, -
3 i 5= 8 Tox o 300,00, -
RS Foiece.t $ 3 00,0, -
h




nomor 3 Jenis Feraloton ! Kapgoifes ; Retribusi /pany

6. & Truk s s 3% s 2 300.000,-
3 5 Zon - g np.-,é‘;,oo.ooo,-

Dum Truck : 2 = 3,5 % :dp 350,000~
) Ta :.?.p.' 400,000y~
3. : Mosin Pemodat Temoh : 100 Ez s R SO.CDO,;;
9. s Tyze Roller : 3 =15 T :dp 400.0C0,-
: 15 =25° Pan : . 500,000y~

-1
.
o

10, : Air Compresor ) 125 C® s f0. 100.0C3,-
3 25¢ ™ s B, 150.0C0,~

: 60C C £ 250.000,~
11. 3 Ccurotis kixer : 125 liter fp. 100,000,
;250 1itar iRy 150,000,-
;400 - 300 1%z 3 8. 20C.CCC,-
: 1.C00 1tr s 2. 250,000y~
12, s ¥aicr Pucp H 3 - 4inei % 100,000,-
13, sTreilor : 10 -—123@m il 400.000,—

-
1.
k-]

3
H
R

< 3 12 ~-152am : 2 500.000,-
i 15 —=257 ¢ H 600,000,~

.
.

200 liter . 80.000,-
450.liter  : 8. 100.000,-
a5C liter  : 2. 150,000,-
15. 3 Road Yacenionznce 3 5 Teq : fa. 500.00G,-
400.000,~
17. ¥ Fuol Tapk Tmk + 3,000 Lifor % 300,000,-
18, 1 Wator Tank Touk s 3,000 Litar :3p. 3005000,-

14, $ Aspel Sprayor

1y
1

16, ¢ Truk Crome s 4 - 6Tem :

&

5. Femnkeian Zerunmahen pilik Fencrinzah Doersh 2
a, Bongmen goni goxmenc oY 3¢y/c

b, Bonman Percanen B, 500/.—--,2

¢, Tait Leboratoriiz,

noper @ J on i g : Retritusi/ hazi
I. @ Laboraserius 2amch (Geo Teokmik)
le, ¢ t B 3,200y -
25 -3 2,200, -
1 3s 4 12.30C,-
e 2 s 3 §5.X0, -
2. A : A 243,000, ~
5% eS8t O i & £, 003, -




Nomor Joenis ¢t Retribusi/hari

7. : C3 2 Ladoratcriv ' . tB 64,000y-
2. 1 ¥Xensoliiasi e &t 40.CC0O4~
5. ¢ Berat isi 3 Rp. 6,400y~
II. 2 Zokerjazn Lapangan.

Pemboran imgon

1. : : ﬁp 32.000,—
2, : Penganbilan omtoh Iaz2hasli : B 16.000,-
3, : Pemboren zecin temet (pr mter) s Fp 554000y~
4, ¢ Tenyondizen (ringen peredik) : 142,000y -

H

Pangendilar crptoz aspal ksres,
1. $ Dari jelizn 1B 53,000,-

.'n.iI‘.

2

1. 3P 3 Adr 1 B 4,000,
2, ¢ iinysk dalaszm air s B 54280y~
3. : Tonsulfat dalam 2ix : fp. 8.800,~ ~
4o ¢ Zahom padat s Bp 54280y~

V. :ligre;:t

1, ¢ Abrasi s Ro 20,0C0, ~
2. & Cradasi 1B 1844004~
3. ¢ 3exat jenig s R 18.400,~
4o 5 Derat isi t Bp. 8.800,~
5. @ Kader lupur s Bo 8.800,~
8. . s Mix desim s 8. 160,000,~
To ¢ Modifikaci mix (1 sob) t Bp 48.400,-
8. 3 Orgenix ) ¢ Rp. 7840, -

A

Sendz uji (kubus, cylinder, betan 211)

Tuat tekend. | i
Kuat tekan belar deagan kammer fost
Bantalan karet

n
:
oo
& ©
TER
5
]

VIL. Tanah bakan jalen,

1. ¢ Xader iz s Ra 6.4004~
2, : Borut jexis s Bp 9.5C0y~
3, 3 Atteocberg lizit s By 12,300, ~
A, 3 Arelisa seringan ¢ Rz 9,800y~
5. 1 Pormaiiter, standax i 49,6004
5. ¢ Pemadaten codificd s B 64,000, -
7. 1 3R gizndar [ 554000, -
1 8. : CER zodified s B 56,0004~

TJITT, A 3-8 52 t.

1, 1 inzliss geTingoe/dasi : By 18.3CC, -
1 2. 3 ZeTat i TATTIOS 25TEERT KmSaT &R 18,300,~
3. 5 TeTou cgnsmt toldu i 22,0C0,~
A, 1 Sami D) 3,3C050




Haoor ¢ Jenis : fesTibusi/mri

13 .6&5—
ap. 20.000, -~
12,8004~
Ak 64.6%, -
2 53.,000,~
&2 13.000,~

¢+ Kolekatan terhainp aspal
s Keguspn ebresi
jite s Impact test
¢ Sousness aiTeges kasaTr
s Sowdness agogei heius
¢ sand eguivalent

‘..., ‘.; 5 ..‘

IX, 3 Ca-purzn espal.

Kzdar 2ir cacpursn
Ekstraditsi campuxan

Berat isi compuran -

Barat jenis campuran
Perencanaan campuren/marskail

1 21.500,~
. 20,C00,~
2z 8.8¢0,~
Ji]

!

18,400, -
211.000,-

ot os as oa 8o
s en ae s e

. 1 Fengebtoran teicm,

oy
»
-

Persitik, s 3 48,365, ~

3. 3 Pezoriksean bohan secen,

R Zonsistamsi semen R 8.8C0,—
R angikad awal semen 17.500,-

Kuat teken mortar
Berat janis semon
Kaorplugarn sccen

Kador air

Bobot

—~ oV W =
.
e

)
£
w
|

VAT CARA  PMNGOTLY
Fasal @2

(1? Retritusi dipurgus dengan cenggmaken SKFO afau doaren lain
_yeng dipersamaken,
(2) Ezoil mmguien Ratritusi disetor oleh EXP Dimas/wunii kerja

pongolole Revribusi,

Wilayah pemimgutan Teiribugi adalgh Zabigalten Doerah Tingkat

IT Ying

5 2ITCICULILIAY

L Togel 1

{ Depav diltzcuslivon dzi sumgafen reTrilusi, wmtuk xegislan -
608321 FongmTaan mocors secorinsaRan dzn semddidiiem,
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Dalam hal Wajib Retribusi tzrientu tidak dapar membayar tepat pada
walninra atzli kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
budga szbesar 2 % (cua persen) setizp bulan dari administrasi berupa
bumga vang ‘lidak atan kuranz dibayarkan dan ditagih demgan
meneguackan STRED,

BAB
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

N
—
)

) Kepala Daerah menentikan tanggal jatuh tempo pembavaran dan
* peavetoran retribust vang ienstang paling lama 30 (tiga puluh) hari
setelah saat tsntang.

(2} SXAD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD. Surat Kepumsan
T'embetulan, Surat Kepuusan Keberatan don Prusan Banding yang
menvebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, haru
dilunast dzlam jangka wakiy paling lama 1 (sat:) bulan sejak
tangpal ditechitkan surat tersebut diatas.

o~
L)
N

Xepala Dasrah aas permehonan Wajib Retribusi setelah memenuhi
persyeratan yang ditentukan dapa. c.emberikim persetyjuan kepada
wajib retribusi volk meugangsur atan memunda psmbayaran
retribusi denzan dikenakan bunga sebesar 2 %% (dua persen) setiap
talar

—

Tata cary pevsbayars, tempal pembayaran, peauadaan pembayaran
retribasi ditetapkan lehih Janjut oieh Kepala Daerah

BAB s
TATA CARA PENAGHAN
Pasal 14
(1} Reinbusi yang terutzrg berdasarkan SKRD, SKRDKEB, SKRDKBT,
STRD, Surat Kepamsan Pewbetulan, Surat Keputusan Keberatan
dan Putusan Bandizg vaug tidak atzn kurans bayar oleh wajib
reuribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

~

{2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakaa berdasarkan
Peranmran Perundang-undangan yang Derlaku
BAB —T’_
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALLAN
KELEBHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pagal i5
(1) Wajib Retribusi harus meogajukan permotouza secara teraulis

¥enada Kepaia Dascak tnmk perhimngan peagembalian kelebiban
pembayaren catribust



(2)

G)

I

ey

Atas dasar permononan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) atas
kzlcbihun pembayaran retribusi dapat Jangsung diperhinmgkan
eelebih dabulu dengan utang Retribusi dan atay sasksi administrasi
berupa bunga cleh Kepala Daerah.

Atas permohonan sebagaimana <l .xsud pada ayat (2) Yang berhak
atas kelebthan pembayaran tersebut dapat dipermnngian dengan
pembayaran retribusi seiantoya

P.sul 1€

[Calam hal kelebthan pembayaran Retribusi yang masih tersisa
setelab dilatukar periinuuun sebagaunane dimaicud pada Pasal
i3, diterbitkan ZERDLB paling lambat 2 (dea) bylen sejak
dierimanya psrovolioust pengembaiian ¥elebisn pembayaran
Retribusi.

53 Felebihan pembavaran Petnbusi sebagaimara dimeksud pada ayal

11} dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling tambat 2 (dua)
buizn sejal- Aitsre"lcan SKRDLB,

Pencembrtiza keibihan pembayarza Refribusi dilakukan setelah
(2wl wakis 2 {¢.aj buian sejak diterbitkannyaSKRDLE, Kepala
Diezrah memberikan imbalan buaga 2 ™ (dua persea) scbulan atas
keterlambatan pembayaran keletinea Retribuai.

Pasal 17

Peagembalian sebagaimons dimaksud pada Pasal 13 dilakukan
dengan menerditkon Surar Perintan membayar kelebihan Retribusi
(SPMKR).

Atas perhititizan s:bagaimana dimakmd pada Pasal 14, diterbitkan
budi perundah wwwn  yang berlakn juga sebagai bukti
pembayarza

BAB I
KADALUWARSA

Posal. 38
Penasihan Remribusi, kadajuwarsa setelan meiampan janska wakot
3 {liga) (a~n ierhitime sejuk §3a0 [Rrutanenya reTibust, kecuali
apabila Wajib Detribesi meiciukan tndak pidma dibidang
Remibusi

Kadaluars.. T2naeinon campusi sebagaimana dimsised ayat (1)
Pue=d! ini, tzrzngguag epabila:

a Diterbitkan Surat T2quran dan Surat Poksa atau;

b. Ada Pengakusa uiang rsibusi dant Wajib Pembusi baik
langsunz mamua kaak iougsmg



RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 19 .
. ~
(1) Piviang Retribusi yang tidok muugkin ditagih legi kerena huk
wntuksnelakukan penagihan sucah kadaliwarsa dapal dihepus.
(2) Kepala Daerali menetapkan keputusan penghapdsan Piuteng
Retribusi Daerch yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimnksud
pacle ayal (1) Pusal ini.

BAB xv
KETENTUAN LARANGAN

Padal 20

(1) Dilwang merempali rumali dinas tanpa izin tertulis dari Kepala

Daerah

Pepawai Negeri Sipil yang t2iah memiliki rumah pribadi, pensiun,

meningzal dunis, pindah tugas tidak diperkenankan meuempali

rumah dinas.

(3) Dilarang merombal/menambuh bangunan tanpa izin dari ¥.epale
Daerah.

(4) Izin berlaku unkk § (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali
selama memenuhi ketzntuan yang berlala

—~
3%)
~—

DAD XVI
KETENTUAN PIDANA
Paval 21

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalan Perntiuran Dasraft ni
dapat disncam dengan Pidana Kivungan selama-lamenya 6 {#nam) bulao
atau denda setinggi-tinzginyn 4 (empal) ka!i retribusi terutang.

BAB XVII

PENYIDIKAN
Pasal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Li"E’j"-'”S“" _P"{"”"‘”“'ah
Drernh  diberikan wewenang khusus sebagal Pen}"“‘_k untuk
melalaknn Yenyidiken Tindak Pidanu di pidang Retribusi Dacrah
sebagaimana dimaksad dalam Undang-udarg Nowor 8 Tahun 1941
tentang Bukum Acara Pidana,

{2} Wewenang Penyidik sebugaimann dimekond pada ayat (1) Pasal ini
adajah :

8. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kelerangan
atau laporan berkenan dengan (indsk pidana di bidang Retribusi
Daerah ; .

b, Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenas
otang pribadi afan badan tentang kebennran perbustan yang
dilnkukan sehubimgaut dengan Tindak Pidana Retribusi Daernh ;

¢ Meminta keterangan dan baban bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Refribusi
Daerah ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkennan dencan tindak pidana  dibidang Rebribusi
Daeraly;

Iy



hARA LAl L LI EERL .\ 0 AU HlehidApdikdil DAllAan DR
pembulaan, peusalzn dan dolumen-dolumen #2ria melalakan
penyitaan terhadap hahan buldi terseturt; ‘

£ Meminta bantnan lenaga ahli dalam rangka pslaksangan tugas
penyidikan Tirdak T'idana di Bidang Ketribuai Daerah;

7 Memuruh berbenti, melarany seseorang meninggallan ruangan
alan tempal pads saaf penteriksaan sedang herlangwung dan
menteriksa identitas oran: dan atay dokumen yang dibawa
sebugaimana dimakend pada hund’e;

h- Memotrel gepeorung yang berkailan dengan Tindak Pidana
Retribusi Daerah:

. Memanggil vrang imhik didengan kelernagannya dun diperiksa
sebagai fersangkn atau saksi;

j- Menghentilzn Penvidilzan,

k Melakukan lindakan lain yang pecdu wtnk kelancaran
penytdikan Tindak Pidana i Bidang ReAribusi Daerah menunit
hulomn yang dapet dipertanggungjawatikan

(3) Ponyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sstiap

tindakan tentang :

a2 Pemeriksaan tersangka;

Pemusukan nennh:

Peuyitaan benda;

Pemerksaan st

Pemerikanan <aksi:

Peneriksuan & tempat Fjrdian dan mangiiimkannya kepada
Pengidik Polin Republil: Indonesia

e oo o

BAD 2l
FSTENTUAN PENVUTTUP

ieal 03
Dengen berlquigs Feco e Daceah ini. maka Perstivan Daeral: Norter
3 Talum 1993 nthg Retribesi Pemakaian Peralatan  Milik

Pemerintah Dasrah atus Ji oawali penguasasn Pemerinish Deeral,
dinyvatakan diczbut dan tidak b.riskn agi.

Paal 21

Hal-hal vang belum dintur daiam Peraturan Daersh ini sepanjaug
mengenai peiaksanannya akan diatur lebik lanjut olch Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Dazrah ini malai berlada pada saat tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dopat mengetahuinya memerintahan. peng-undangan
Peraturan Daersh ini dengan penempatannya dalam Lembersn Dasrith
Kabupaten Daerah Tingkat 1l Nias

Ditztapkan i~ * Gununggiteli
Pada Tangeal - 15 Agustos 1998

" o T e e ot
DEWAN PEIRW AR AN AR AT RUPATT KEPALA DATR AL
3 DAERANTINGR AE NS TINGRAT ITNIAS,
RETTE A
VEATAZ RO TIARET e FLZ AR ARTAUY AL AT




Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan :

Nomor
Tanggal

Diterlakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nias

Nomor : 188.342/ /61 /K/1999
Tanggal 13 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nias

Nomor : 7 Tahun 1999
Tanggal 1 4 Mei 1999

ST 2, Nomer ! -

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAI KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II NIAS

Drs/SILVESTER LASE

PEMBINA TK. I
INTP. 400028580
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
NOMOR : 48~ TAHUN 1998

TENTANG
REIRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PENJELASAN UMUM

Batnvn semun) dengnn Undang-imdang Nomor $ Talittd 1974 tenlang Pokok-pokok
Pem&intahan di Dncrah, Pajak dnn Retrriburi merupaknn sumber Pendnpatan aslf dnernh
nenr dnpnt melaksmnnkan olonominyn, yniht mampi mengatur dan menguris rumah
tangganyn sendirl, makn segaln tindakan yang menenpatkart beban kepnda rakyal ecpest!
refribun) horn dlleinpkan dolm  euntu Perntienn Dnernh esunl pasal 58 aynl (2)
Undang-1mdang Nomar § Tatwm 1974 tentang pokok-pokok Pemerininhan di Daerah.

Scialan dengan Itu dengan menglngat perkembangan sast Ini tarif yang telah diatur
dalnm Peraturmn Dacrah Nomor § Talm 1993 tenlang Relribugi Pemakalan Peralatan
milik Pemerintch Dnernh alon dibnwah pengunsann Pemerintah Daernl sudnh tlidnk

nemmi Ingi dengnn kondiai moneter annt Inl aehinggn perlu peryemninn tnrif.

PASAT DEMI PASAL

Paral | budir a s/d e : Culp Jelns

Pasal 1 batic £ . BKP yang discbut dalam pasal ini adalsh lermasuk BKP
yaig ada di masing-masing tmit kerja pengelola sepert
Dinns PUD dnn Bagian Umum Sebwilda Tingknt 1l Nins.

Pranl 1 bulir g o/d t : Cukip Jelns

Pasal 2 /d 6 . Culog jelns B

Pagal 7 nynt (1) : Selisp orang pribadi ety bbden hukum yang berminnt
memakal nlm menyewn peralatan milik Pemdn diwnjibkan
mengimua izin dan Kepala Dbierah, prsal inf dimaksudkan

-unfuk  menghindari  adanya  pihak-pihak  yang

menempot/memnkni assel Pemda lorpa prosedur seknligus
mengamankan ageel ngnr liduk berdn dipihak ketiga

Paral B : Cukup felas

I’asnl 9 : Wilayah pemimggutan adalsh ditempni-tempat ymng telnh
ditentuknn ditnana terdapat Pernlatan maupun taneh serin
bangiman milik Pemerintah Daernh.

Puanl 10 r/d 19 : Cukop felor

I'agal 20 avat (2) : Yang dimaksud pasal ini adalahi, bagi PNS, penyewn yang

lelsh  mempunyai nmsh  sendiri/pribrdi  kenmdian
menyewnkan  nmnlmya  sendiri sedangkan  ymng
bersmgknisn masih menempali nmnh  dinas, pensiim,
meninggal  dunia, pindsh ligas  wajib  gegern
menyernhknnnyn kepada Pemds.

Paaal 20 nvnl (1) o Izin selnman-lomanyn berlaky untuk 5 (lima) Ialnn, hol in
dibnine ngar dapal dipakal oleh pihak Inin (Azms
Pemerninan) dan tidak dilempati furun termmm dan dapad
diperpanjang apabila belum ada pitak lnin yang memotion,
dnnt yang diprioriiaskan adaleh pemohan baru.

Posal 21 a/d 28 + Cubam Jelas



